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Tujuan dari kegiatan Lokakarya Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, meliputi: 

1) Terkompilasinya data dan informasi terkini terkait dengan kondisi pesisir dan laut di 
wilayah IKN; 

2) Terkumpulkannya informasi kebijakan nasional dan daerah Kalimantan Timur 
berkaitan dengan pengelolaan pesisir dan laut; 

3) Terkumpulkannya pembelajaran dari praktek-praktek baik pengelolaan pesisir yang 
dapat diterapkan di wilayah IKN; 

4) Terkumpulnya informasi rencana pembangunan dan program kerja di wilayah pesisir 
IKN; dan 

5) Dirumuskannya pokok-pokok pikiran dasar terkait pengelolaan wilayah pesisir 
terpadu di IKN sebagai dasar perumusan kebijakan operasional OIKN terkait 
pengelolaan pesisir 



Prinsip dasar pengelolaan wilayah pesisir dan laut (Clark, 
1992):
1. resources system; 
2. the major integrating force; 
3. integrated; 
4. focal point; 
5. the boundary of coastal 

zone; 
6. conservation of common 

property resources; 
7. degradation of conservation; 

8. inclusion all levels of 
government; 

9. character and dynamic of 
nature; 

10.conservation as main 
purpose; 

11.multiple-uses management; 
12.multiple-uses utilization; 
13.traditional management; 
14.environment impact analysis. 



UU No. 27/2007 & UU No. 1/2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau 
Kecil 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian 
perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir 
dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, 
antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan 
manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Pasal 1 UU No. 1/2014).

o Perencanaan: proses partisipatif dan hasilnya 4 dokumen rencana; 
o Pemanfaatan : kegiatan sektoral utk kepentingan ekonomi, sosial dan 

lingkungan;
o Pengawasan : jaminan tertib, terpadu dan berkelanjutan;
o Pengendalian : pengurangan penyimpangan melalui sistem akreditasi 

kegiatan.



Zona Rinci

RTR-KSN 
IKN1) KIKN; 
2) KPIKN; dan 
3) Perairan 

Pesisir IKN 

1.produksi garam; 
2.biofarmakologi laut; 
3.bioteknologi laut; 
4.pemanfaatan air laut selain energi; 
5.wisata bahari; 
6.pemasangan pipa dan kabel bawah laut; 
dan/atau 
7.pengangkatan benda muatan kapal 
tenggelam. 



HUBUNGAN DUA ARAH ANTARA PERENCANAAN DI BERBAGAI 
TINGKATMempertimbangka

n:
1. Kedaulatan dan 

kesatuan wilayah
2. Keberlanjutan
3. Kesatuan 

ekosistem
4. Pengarusutamaa

n ekonomi biru
5. kebencanaan

Permen KP No. 
23/PERMEN-KP/2016 

Tentang PPWP3K



Coastal Strategy Implementation Plan



• Preparing: SDM (pemanfaat & aparat) yang telah 
dipersiapkan (trained) berubah profesi dan/atau mutasi;

• Initiating: pelibatan masyarakat (low motivation) memerlukan 
insentif (uang dan sembako);

• Developing : manajemen data (pengumpulan, pengolahan, 
penyajian dan pemutahiran) memerlukan biaya tinggi dan 
tenaga kerja terlatih (skilled staffs in IT);

• Adopting: sustainable finance (public vs private/enterprises). 
Umumnya diinisiasi oleh Pemerintah (projects);

• Implementing: in-efisiensi pembiayaan (pengadaan barang & 
jasa), program tdk in-line DPA-daerah;

• Refining and consolidation: replikasi dan keberlanjutan 
proyek/program. 



o Penataan Ruang KSN Ibu Kota Nusantara 
bertujuan untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara 
sebagai kota yang (1) berkelanjutan, (2) aman, 
modern, dan produktif serta menjadi (3) simbol 
identitas bangsa Indonesia (Pasal 5, Perpres No. 
64/2022).

o Strategi penetapan alokasi Ruang Kawasan 
Lindung termasuk RTH publik paling sedikit 
65% dari wilayah IKN yang mendukung 
perwujudan kota hutan (Pasal 7, Perpres No. 
64/2022).

Zona Perairan
1) Zona Pariwisata (wisata bahari dan 

wisata berbasis alam berkonsep green-
blue city) 

2) Zona Pelabuhan Laut
3) Zona Pelabuhan Perikanan
4) Zona Pertambangan Minyak dan Gas 

Bumi
5) Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir
6) Zona Perikanan Tangkap
7) Zona Pertahanan dan Keamanan
8) Zona Pemanfaatan lain
9) Alur migrasi Biota laut

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.                                     
NOMOR 64 TAHUN 2022                                                               

TENTANG                                                                                     
RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS 

NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA TAHUN 2022-
2042



o Konflik pemanfaatan ruang laut (Kilang minyak eksisting vs RTR-KSN IKN, klaim 
kepemilikan lahan oleh masyarakat adat);

o Potensi ancaman dari ALKI-3 (Selat Makassar);

o Inclusiveness masyarakat pesisir (ada masyarakat-masyarakat marjinal yang belum 
terakomodir kebutuhan mereka dalam proses pemindahan IKN

o Pemadu-serasian penataan ruang antara RTR-KSN IKN  dan RTR-sekitarnya, misalnya 
Teluk Balikpapan (Kaw. Pelabuhan, status lahan hutan vs Hak Pengelolaan Lahan);

o Perlindungan spesies langka dugong, penyu, pesut vs aktifitas pelayaran (sungai  & 
laut),..;

o Pengaturan bersama wilayah laut (Sulawesi) dgn Pemprov lain, Kaltim, Sulsel, Sulbar,..

o Penata-kelolaan zona alur, pipa dan kabel bawah-laut, alur pelayaran, alur migrasi penyu 
dan biota lainnya;

o Pencemaran sungai dan teluk;

o Kebencanaan (kebakaran hutan dan longsor). 



Hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing 
dalam melakukan hak lintas ALKI

o Pasal 4 ayat 2 PP No. 37/2002 *): Kapal atau pesawat udara asing yang 
melaksanakan lintas alur laut kepulauan, selama melintas tidak boleh 
menyimpang lebih dari 25 (dua puluh lima) mil laut ke kedua sisi dari garis 
sumbu alur laut kepulauan, dengan ketentuan bahwa kapal dan pesawat 
udara tersebut tidak boleh berlayar atau terbang dekat ke pantai kurang dari 
10 % (sepuluh per seratus) jarak antara titik-titik yang terdekat pada pulau-
pulau yang berbatasan dengan alur laut kepulauan tersebut;

o Lebar Selat Makassar 100-200 km 
(https://tekno.tempo.co/read/1335554/peneliti-petakan-potensi-bahaya-
tsunami-dari-selat-makassar);

o Pangkalan TNL (kodam, lanud dan lanal) akan dibangun di IKN pada 4.500an 
hektar (https://nasional.kompas.com/read/2022/02/17/20541451/panglima-tni-kodam-hingga-
lanud-baru-akan-dibangun-di-ikn)

*) PP No. 37/2002 Tentang Hak Dan Kewajiban Kapal & Pesawat Udara Asing Dalam 
Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan

https://tekno.tempo.co/read/1335554/peneliti-petakan-potensi-bahaya-tsunami-dari-selat-makassar


Alokasi Ruang WP-3-K Prov. Kaltim (Perda 
Prov. Kaltim No. 2/2021 tentang RZWP3K 
Prov. Kaltim Tahun 2021-2041)  terdiri atas: 

1. Kawasan Konservasi (Kawasan 
Lindung): berciri khas tertentu yang 
dilindungi untuk mewujudkan 
pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil secara berkelanjutan ; 

2. Kawasan Pemanfaatan Umum: 
peruntukkannya bagi berbagai sektor 
kegiatan; 

3. Alur Laut: alur pelayaran, pipa/kabel 
bawah laut, dan migrasi biota laut ; dan 

4. KSNT: terkait dengan kedaulatan 
negara, pengendalian lingkungan hidup, 
dan/atau situs warisan dunia, yang 
pengembangannya diprioritaskan bagi 
kepentingan nasional . 

KSN Ibu Kota Nusantara terdiri atas (Pasal 
2 Perpres No. 64/2022): 

1. Kawasan Ibu Kota Nusantara: Kawasan 
Perkotaan inti dari KSN Ibu Kota 
Nusantara; 

2. Kawasan Pengembangan Ibu Kota 
Negara: sebagai penyangga lingkungan, 
pendukung ketahanan pangan, 
cadangan lahan perluasan perkotaan, 
dan pelayanan perkotaan skala lokal. ; 
dan 

3. Perairan Pesisir IKN: laut yang 
berbatasan dengan daratan meliputi 
perairan sejauh 12 (dua belas) mil Laut 
diukur dari garis pantai, perairan yang 
menghubungkan pantai dan pulau-pulau, 
estuari, teluk, perairan dangkal, rawa 
payau, dan laguna. 

 . 



o PLTA sebesar 2.118 MW,  tenaga air, potensinya akan sangat besar di daerah-daerah 
hulu seperti Kabupaten Mahakam Hulu, potensi tenaga air mencapai 2.000 MW

o PLTM dan PLTMH sebesar 3,1 MW, 

o PLTS sebesar 13.479 MW, bioenergi sebesar 1.086 MW, dan 

o PLTB sebesar 212 MW. 

o Total potensi sumber EBT yang dapat diubah menjadi tenaga listrik mencapai 16,9 GW. 
urutan kelima dari seluruh Provinsi di Indonesia

Bioenergi yang bersumber dari pengolahan kelapa sawit yakni biogas yang berasal dari 
proses organik limbah cair kelapa sawit berupa palm oil mill effluent (POME) mencapai 
sebesar 103,45 MW (bisa utk operasional pengolahan sawit = cleaner production)

Berdasarkan Perda Rencana Umum Energi Daerah Kaltim 2019–2050, pembangunan infrastruktur 
EBT terus didorong dengan target bauran energi terbarukan di dalam komposisi konsumsi energi 
Kaltim pada 2025 mencapai 12,39 % serta pada 2050 sebesar 28,72%. Sementara untuk 2021 
bauran energi terbarukan mencapai 6,53 %.

Kendala: infrastruktur

(Sumber: https://kaltimpost.jawapos.com/kolom-pembaca/21/09/2022/potensi-kaltim-sebagai-
penyuplai-ebt-ikn)



1) Keterpaduan ekosistem laut-sungai menjadi penting dalam 
penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan terpadu wilayah 
pesisir KSN-IKN;

2) Aktifitas kemaritiman (pelayaran, kepelabuhanan pengangkutan  
minyak dan gas, pengangkutan batu-bara,..) menjadi sektor 
penting dan signifikan dalam pengelolaan terpadu wilayah pesisir 
KSN-IKN (potensi pencemaran tinggi ?);

3) Selain isu-isu strategis yang terlah didisksikan sebelumnya, isu 
pertahanan dan keamanan IKN (terkait posisinya berada pada 
ALKI-2) menjadi sangat penting diakomodasi dalam pengelolaan 
terpadu wilayah pesisir KSN-IKN; 

4) Perencanaan pengelolaan terpadu wilayah pesisir KSN-IKN 
sangat terkait dengan RPWP3K Prov. Kaltim secara keseluruhan.
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